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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SANGGAU 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU 

NOMOR 18 TAHUN 2025 

TENTANG 

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, 

 

Menimbang  : a. bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sanggau adalah penegakan 

integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas 

melalui pembangunan Zona Integritas yang 

memerlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau untuk 

mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani; 

b. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas 

Adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk 

mengubah pola pikIr (mindset) serta budaya kerja 

(culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sanggau secara sistematis dan konsisten 

sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Zona 

Integritas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sanggau tentang Budaya Kerja di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sanggau; 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
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5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 99); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
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Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 233); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk 

Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SANGGAU  TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU 

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum 

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA :  Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM 

KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










